
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSILKEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURANKONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 74/M

Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran

Indonesia, telah diangkat 17 (tujuh belas) orang

masing-masingnya dalam keanggotaan Konsil

Kedokteran Indonesia untuk masa jabatan tahun 2014-

2019;

b. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf e angka 1 dan

angka 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil

Kedokteran Indonesia perlu diharmoriisasikan dengan

Diktum Kedua Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun

2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan

Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa implementasi ketentuan penggantian antar waktu

keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia berimplikasi
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pada beberapa aspek, antara lain, efisiensi, efektivitas,

konsistensi, integrasi, adaptasi, sinergi, dan birokrasi,

sehingga dapat menganggu keterpaduan dan

keberlangsungan kegiatan atau program;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Konsil

Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 ten tang

Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

2. Keputusan Presiden Nomor 74jM Tahun 2014 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam

Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil

Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil

Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

682);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KONSIL

KEDOKTERANINDONESIANOMOR 1 TAHUN2011 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA.
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PASALI

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf e angka 1 dan angka 2

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran

Indonesia dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai

berikut:

Pasa154

(1) Anggota KKIberhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota KKIdapat diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf c, apabila:

a. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik

Indonesia;

b. tidak mampu lagi me1akukan tugas secara terus

menerus selama 3 (tiga)bulan karena sakit;

c. tidak melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan tanpa

alasan yang jelas dan yang dapat diterima oleh rapat

pleno;

d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; danj atau

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KKI

karena:

1. dihapus;

2. dihapus;

3. memangku jabatan struktural di pemerintahan

danj atau jabatan lainnya di instansi atau

lembaga negara, pemerintah, atau swasta yang

telah ditentukan berdasarkan kesepakatan

dalam KK j KKG.

PASAL11

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tangga130 September 2015

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1681

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd

Astrid
NIP. 195701301985032001


